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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
seijinNya lah sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten
Lamandau Tahun 2022 sebagai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PERMENPAN dan RB )
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau ini disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh pelaksanaan program dan
kegiatan Tahun 2022 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau menyangkut Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas ini serta merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian
kinerja ( Performing goverment ) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam
penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau.
Diharapkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau Tahun 2022 ini
dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholder tentang

pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.




Masukan berupa saran dan kritik dari semua pihak yang berkenan, sangat
diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang
sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap
Pembangunan Kabupaten Lamandau yang kita cintai bersama.

Disusun di . Nanga Bulik
Pada Tanggal : Januari 2023

Ke

la Dinas,

PENYANG, M.Ec. Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 196904061994121003




RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
kabupaten Lamandau sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten
Lamandau yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan
Kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau guna
pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisifasi dari
masyarakat.

Pada awalnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan
Perindustrian kabupaten Lamandau dibentuk melalui Peraturan Daerah Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Lamandau, Berdasar pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor di 29 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau
adalah “ membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi
dan tugas pembantuan di bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan
menengah, perdagangan dan perindustrian, sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. “ dan untuk
melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Lamandau.

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Perdagangan dan Perindustrian menyusun Rencana Kerja yang tertuang
dalam RENJA ( Rencana Kerja ) dan RENSTRA ( Rencana Strategis ) SKPD yang
mencakup Sasaran Strategis. Untuk tahun Anggaran 2022 merupakan tahun terakhir
dari pelaksanaan RENSTA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.
Adapaun pencapaian sasaran strategis program kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan bulan Desember

2022 memperoleh kategori _Baik dengan rata — rata capaian kinerja 92.21% sesuai

dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PERMENPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dari

_pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022.




Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
kabupaten Lamandau yang tersedia sebesar Rp 17.686.739.419- setelah
Perubahan sebesar Rp 16.308.287.836,- realisasi fisik 100 % Baik dan realisasi
keuangan 92.21 % ,hal ini termasuk dalam kategori _Baik.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah
dicapai, diharapkan dukungan stakeholder dan kerjasama yang kongkrit dari semua
pihak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melayani masyarakat dan

dunia usaha secara prima.
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1.1. DATA UMUM DAN ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lamandau, Berdasar pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor di 29 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau
adalah “ membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan
tugas pembantuan di bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan menengah,
perdagangan dan perindustrian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. “ dan untuk melaksanakan Tugas
Pokok tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian
Kabupaten Lamandau menyelenggarakan Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan
menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai kebijaksanaan perundang -
undangan yang berlaku;

b. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kecil dan menengah;

c. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan di
kabupaten;

d. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri dan

perdagangan di kabupaten;

Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri;

Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan luar negeri;

Pembinaan dan pengawasan dalam terhadap usaha perdagangan;

@ ™o

Pengkoordinasian, pengendalian, pelaporan dan penyajian informasi wajib daftar
perusahaan;

Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana

perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan




sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) sekala
nasional,

Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang-
barang beredar;

. Pengkoordinasian dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus
yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;

Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro,
kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah dan aparatur pembina;

. Pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, pengolahan data dan
informasi dibidang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi melalui penciptaan usaha simpan
pinjam yang sehat ditingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;

. Pemberian sanksi administratif kepada koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam
dalam wilayah Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;

. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten;

q. Pemberian perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten;

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi
produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;

. Pemfasilitasian akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro,
kecil dan menengah di tingkat kabupaten;

Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan
simpan pinjam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan

. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.
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Adapun uraian Tugas dari Struktur diatas adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan
semua kegiatan bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan menengah,
perdagangan dan perindustrian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas
pokok dan fungsi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil
dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai kebijakan yang
ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan kelembagaan dan
pengawasan, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian;

c. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan kelembagaan dan
pengawasan, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian kabupaten;

d. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha koperasi, usaha

kecil dan menengah, perdagangan dan perindustri di kabupaten lamandau;

Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri;

Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan luar negeri;

Penyelenggaraan urusan hukum dan perundang-undangan;

@ ™ o

Penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan

dan peralatan kantor;

Pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian
barang;
j. Pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang;

k. Penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
Perencanaan dan persiapan usul pengikutsertaan dalam latihan prajabatan bagi

calon pegawai, ujian dinas, diklat penjenjangan, teknis maupun fungsional;



m. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan;

n. Pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai
bahan penetapan nilai sasaran kerja pegawai (SKP) dan pembinaan karier;

o. Pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;

p. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

g. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan
dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang
secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata
laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan

kepegawaian;

c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan unit kerja;

d. Penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
e. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
f. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;

h. Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi,
tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-

undangan;



J-

k.

Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana di maksud, mempunyai tugas

menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada

subbagian umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian umum dan

kepegawaian mempunyai fungsi:

a.

b

Menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada

subbagian umum dan kepegawaian,
Memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas;

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

Menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat,

arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi
penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan

penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;

g. Mengelola administrasi kepegawaian;

Menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester,

Mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta
kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada

dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. Mengelola urusan perjalanan dinas;



1. Menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;

m. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian
umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan
efektifitas dalam melaksanakan tugas;

n. Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;

o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
melaksanakan tugas dan fungsi pada subbagian umum dan kepegawaian; dan

p.- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka
kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

4. Sub Bagian Keuangan dan Asset

Subbagian keuangan dan aset sebagaimana di maksud, mempunyai tugas
penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada

subbagian keuangan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian keuangan dan aset
mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana kerja subbagian keuangan dan aset;

b. Menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;

c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan lingkup dinas;
d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;

f. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta

perbendaharaan administrasi keuangan,
Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;

h. Menyusun rencana kebutuhan barang unit, penerimaan, penyimpanan,

pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;

Membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;



j. Menerbitkan surat perintah membayar;

k. Memverifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan

bendahara pengeluaran;
1. Menyusun laporan keuangan;
m. Melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
n. Melaksanakan urusan perpajakan;
o. Menyusun standar operasional prosedur subbagian keuangan dan aset;

p. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian
keuangan dan aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan

efektifitas dalam melaksanakan tugas;
g. Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian keuangan dan aset;

r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
melaksanakan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset;dan

s. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka

kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.
5. Bidang Perkoperasian
Bidang perkoperasian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan verifikasi
terhadap kelembagaan koperasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
bupati dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perkoperasian

menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perkoperasian;
b. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

c. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan

pinjam yang akurat;

. Pengkoordinasian dan pelaksanaan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam

untuk koperasi;



0.

. Pengkoordinasian dan pelaksanaan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor

cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

Pengkoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi

dan pembubaran koperasi;

Pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan
koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;

Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah

keanggotaannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/ unit
simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten / kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi;

Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit
simpan pinjam;
Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat

melalui penilaian koperasi;

Pengkoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit
simpan pinjam;

. Pengkoordinasian penerapan peraturan perundang— undangan dan sanksi bagi

koperasi;

Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang usaha kecil dan menengah mempunyai tugas mengkoordinasikan,

mempromosikan dan merancang pendidikan dan pelatihan untuk pelaku usaha kecil

dan menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang usaha kecil dan

menengah menyelenggarakan fungsi:



a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang usaha kecil dan menengah
b. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil dan menengah;

c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil dan menengah di
dalam dan luar negeri;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
e. Pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil;

f. Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan

skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
g. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;

h. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri,
pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrologian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perdagangan;

b. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

c. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;

d. Pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha

perdagangan;



. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan

antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah
kabupaten/kota;

Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan
penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta
koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan
(pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);

. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat
daerah kabupaten/kota;

. Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

Koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat daerah kabupaten/kota,

. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi
harga pangan pokok di wilayah kerjanya;

. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi
pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;

. Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang
penting di wilayah kerjanya;

. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah
kerjanya;

. Koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota,

produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota;

. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran
dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah
kabupaten/kota;



aa.

bb.

CC.

dd.

€c.

ff.

Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada
pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk
ekspor unggulan daerah;

. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala

provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
Penerbitan Surat Keterangan Asal;

Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk
perluasan akses pasar produk ekspor;

Penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen,
Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Petugas Pengawas Tertib Niaga, jabatan
fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian;,

. Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera,

pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai

wilayah kerjanya,

Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya

manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;

Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan
pengawas kemetrologian;

Fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;

Pelaksanaan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang UTTP dan

pengawasan Kemetrologian;
Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;

Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang

pengendalian mutu;

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi;
Pemetaan potensi komoditi daerah;

Monitoring mutu produk komoditi ekspor,

Pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;

), Registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;



ii. Sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;

jj. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

kk. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
. Bidang Industri

Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang perindustrian mempunyai tugas kegiatan pembinaan teknis terhadap
pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana, usaha produksi,
peningkatan kerjasama dan pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan teknis dibidang

industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perindustrian
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perindustrian;

b. Pelaksanaan penyusunan, penerapan dan evaluasi terhadap rencana
pembangunan industri daerah;

c. Pelaksanaan fasiltasi pengendalian perijinan usaha bagi industri kecil menengah;

d. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek pembangunan
industri satuan kerja perangkat daerah kabupaten di bidang industri kecil dan

menengah;
e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan sentra, klaster dan kelompok industri;
f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana industri;

g. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan informasi industri di wilayah kabupaten

lamandau;

h. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pendampingan industri kecil menengah

berupa bimbingan teknis dan bantuan peralatan;

Pendampingan dalam pengembangan usaha industri kecil menengah dan kerja
sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan industri kecil menengah;



j. Pelaksanaan analisis iklim usaha bidang industri kecil dan menengah;

k. Penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan menengah

dan pengendalian perijinan industri kecil menengah;
I. Pelaksanaan analisis iklim usaha bidang industri kecil dan menengah;

m. Penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan
menengah;

n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama
dengan dunia usaha di bidang industri kecil dan menengah;

0. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
9. Unit Pelaksana Teknis

1. UPT sebagaimana dimaksud dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

2. UPT sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT pada Dinas
ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
10.Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai
Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan
fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

ha. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud memiliki tugas



memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud, ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada mulai melaksanakan
fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

d. Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Fungsional
tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.

e. Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim
kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi

Pemerintah.

11. Jabatan Pelaksana

a. Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil

analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.

b. Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan
Keputusan Bupati.

d. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional,
diangkat dalam jabatan pelaksana.

f. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud di
lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

g. Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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1.3.

h. Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas.

i. Pengangkatan dan pemindahan PNS pelaksana sebagaimana dimaksud
diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan memperhatikan formasi jabatan
yang dituangkan dalam peta jabatan perangkat daerah.

Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian

Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan
efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber
daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik
berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional
maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang
semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka
diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan
profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Kondisi Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai struktur
organisasi, Adapun jumlah pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau
sebanyak 35 ( tiga puluh lima ) Orang, yang terdiri dari :

1. Eslon |l : 1 ('satu ) orang

2. Eslon il : 4 (empat ) orang

3. Eslon IV : 2 (dua) orang

4. Pejabat fungsional : 11 ( sebelas ) orang

5. Staf/Non Eslon : 17 (tujuh belas ) orang



Adapun jumlah pegawai baik PNS ataupun tenaga Kontrak yang dimiliki oleh Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 60 (
enam puluh ) orang.

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian

dibawah ini:
1. Sarjana S-2 : 3 (tiga ) orang
2. Sarjana S-1  : 21 ( dua puluh satu ) orang
3. Diploma -3 : 10 ( sepuluh ) orang
4. SLTA : 18 ( delapan belas ) orang
9. oLIR : 2 (dua ) orang
6. SD : 6 (enam ) orang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau sampai dengan bulan
desember tahun 2022 didukung oleh 60 ( enam puluh ) orang yang terdiri dari 35 ( tiga
puluh lima ) orang Pegawai Negeri Sipil dan 25 ( dua puluh lima ) orang pegawai honorer,
secara rinci keadan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian dapat dilustrasikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel.1
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas/Bagian/ Golongan
No ) Jumlah
Bidang \Y I I |
Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1 6 1 8
Bidang
3 , > 7 12
Perdagangan
Bidang Koperasi 1 4 S
5 Bidang UMKM 1 2 3
Bidang Industri 1
Jumlah 5 21 8 35




Tabel.2
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No | Dinas/Bagian/ Bidang Pendidikan Jumlah
S2 S1 pini | SMU | SMP | SD
1 Kepala Dinas 1 1
2 Sekretaris 5 7 1 2 18
3 Bidang Perdagangan 4 7 1 23
4 Bidang Koperasi 4 1 5
5 Bidang UMKM 3 1
6 Bidang Industri 5 2 9
Jumlah 21 10 18 2 6 60
Tabel.3
Data Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap
Penempatan
No Bagian Jumiah
Kantor Pasar
Tenaga Administrasi 11 11
2 Penjaga Malam 1 3 E
4 Pemunggut Retribusi
Pasar
Cleaning Service 2 6 8
Tukang Kebun
Sopir 1 1
Jumlah 16 9 25
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; PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian tahun 2018-2023 secara rinci disusun dan disajikan dalam dokumen
rencana strategis. yang meliputi tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan dan
diuraikan sebagai berikut sebagai berikut :

2.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
2.1.2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
meletakan prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam
melaksanakan misi. Secara umum tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian menjabarkan dari misi Ill Bupati Lamandau Tahun
2018-2023 : adalah ” Meningkatnya Aktifitas Perekonomian Dari Sektor UKM Yang
Inklusif dan Berkelanjutan ”

2.1.3. Sasaran

Sasaran adalah kondisi tertentu yang akan diraih dalam rangka mencapai tujuan.
Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aktifitas Perekonomian Dari Sektor UKM Yang Inklusif dan
Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

Meningkatnya PDRB IKM

2.
3.
4.
5.




2.1.4. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat
bagaimana SOPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan
sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang waijib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Adapun strategi yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan inovasi sebagai salah satu sistem yang terintegratif dalam menunjang
kegiatan Koperasi

2. Optimalisasi pelayanan terhadap pelaku Usaha Mikro melalui peningkatan jaringan
kerjasama institusi Pemerintahan dan non Pemerintahan

3. Mengoptimalkan regulasi dalam penguatan pengawasan terhadap barang beredar
yang di masyarakat, peningkatan PAD melalui retrebusi pelayanan Tera Ulang

4. Meningkatkan kualitas pemasaran IKM melalui pemanfaatan teknologi revolusi

Industri.
2.1.5. Kebijakan

Strategi pencapaian Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian mencakup dalam Program yang ditunjang oleh
kebijakan. Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem inovasi kelembagaan Koperasi yang terintegratif

2. Memperluas akses dan jaringan kerjasama antar Institusi baik Pemerintahan maupun
non Pemerintahan.

3. Menciptakan regulasi terkait perlindungan konsumen, pelayanan pasar dan tera

ulang.



4. Pemberdayaan pelaku Industri yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi
informasi agar memperiuas akses Pasar.

2.1.6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau merupakan ukuran keberhasilan
dari tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Lamandau. Ada 2 perspektif IKU, yang pertama perspektif
yang bermanfaat langsung bagi stakehoulders eksternal Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau dan yang kedua
yang pertama perspektif yang bermanfaat langsung bagi stakehoulders internal Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Lamandau. Adapun Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

g P
2.
3.
4.
5.

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB
Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil

Jumlah Koperasi yang Sehat

Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB’

Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB




Tabel. 5

Strategi Pencapaian Sasaran

Cara Pencapaian Sasaran/Stategi

4 Meningkatnya PDRB

Sasaran
Strategi Program
4+ Meningkatnya Aktifitas 4+ Menjadikan Inovasi | « Program Pengawasan dan
Perekonomian Dari Sebagai Salah Satu Sistem Pemeriksaan Koperasi
Sektor UKM Yang yang terintegratif dalam Program Pendidikan dan
Inklusif dan menunjang kegiatan Pelatihan Koperasi
Berkelanjutan Koperasi Program Pemberdayaan
4 Meningkatnya Kualitas 4 Optimalisasi Pelayanan Usaha Menengah, Usaha
Kelembagaan Koperasi terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Mikro
4 Meningkatnya Mikro Melalui Peningkatan (UMKM)
Perkembangan Usaha Jaringan Kerjasama Program Pengembangan
Mikro Kecil dan Institusi Pemerintahan dan UMKM

Menengah

4 Meningkatnya PDRB +

Sektor Perdagangan

IKM

non Pemerintahan

Mengoptimalkan Regulasi
dalam Penguatan
Pengawasan terhadap

Barang Beredar yang di
Masyarakat, Peningkatan
PAD melalui retrebusi
Pelayanan Tera Ulang
Meningkatkan Kualitas
Pemasaran KM melalui
Pemanfaatan Tegnologi
Revolusi Industri.

Program Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

4+ Program Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen
Program Penggunaan dan

Pemasaran Produk Dalam
Negeri
Program Perencanaan

Pembangunan Industri

dan

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai visi, misi, tujuan, sasaran
kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan kekuatan,

kelemahan, peluang dan kendala yang ada.
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kerja ( Renja ) merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai
dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Rencana kerja juga merupakan acuan
pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya yang nantinya menjadi dasar pengukuran kinerja
bagi suatu organisasi. Secara Rinci Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 dapat dilustrasikan

dalam tabel sebagai berikut



Tabel. 6

Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Indikotor Sasaran

Kegiatan

Meningkatnya Aktifitas
Perekonomian Dari Sektor
UKM Yang Inklusif dan
Berkelanjutan
Meningkatnya
Perkembangan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya PDRB Sektor
Perdagangan
Meningkatnya PDRB IKM

Kontribusi Sektor Industri
Pengolahan dan
Perdagangan Terhadap
PDRB

Persentase Usaha Mikro
Kecil yang Naik Kelas
menjadi Usaha Kecil
Jumlah Koperasi yang
Sehat

Persentase Kontribusi
Perdagangan terhadap
PDRB

Persentase Pertumbuhan
IKM terhadap PDRB

Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit
simpan Pinjam Koperasi Yang
Wilayah Keanggotaannya
Dalam Daerah

Pendidikan dan Pelatihan
Koperasi

Pemberdayaan Usaha Mikro
yang dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan
Pengembangan Usaha Mikro
dengan Orientasi Peningkatan
Skala Usaha Menjadi Usaha
Kecil

Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri

Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan
Industri




2.2.1. Perjanjian Kinerja

Pengukuran Pencapaian tujuan sebagaimana di tetapkan dalam Renstra Di
lakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam Hal ini pengukuran
indikator kerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini ditahun 2022
di susun Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja. Sebagai dokumen pernyataan
kinerja /kesepakatan/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
Target Kinerja tertentu, Dokumen Penetapan Kinerja membuat pernyataan dan lampiran
formulir yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama organisasi,
beserta target kinerja dan anggaran. Target Kinerja menunjukan komitmen dari pimpinan
dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang di inginkan dari setiap
Sasaran Strategis sesuai indikator Kinerja Utama yang bersifat Outcome.




BAB 'AKUNTABILITAS KINERJA |

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasar pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2022, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah menetapkan 5 ( lima )
sasaran yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 5 ( lima )
Indikator Kinerja Sasaran dan semua sasaran telah dapat dicapai dengan hasil baik.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA
SASARAN
1 2 3
Definisi Operasional: Persentase besarnya kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor|
. i i perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga berlaku
gontrlbUSI Sektor Industri menurut lapangan usaha di Kabupeten Lamandau
engolahan dan Formulasi :
L Perdgagangar:j ?Terhadap Fefsentase
PDRB (L PDRB Sektor Industri Pengolahan + Y, PDRB Sektor Perdagangan ) i
= > 4
Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Definisi Operasional : Jumlah Koperasi yang Aktif memenuhi syarat menjadi Koperasi sehat
berdasarkan peraturan dan perundangan perkoperasian yang berlaku
H Formulasi :
2: Jumlah Koperasi yang Jumlah  |Untuk di katakana Koperasi Sehat Minimal 3 indikator dibawah terpenuhi
Sehat 1. Koperasi Aktif melaksanakan RAT setiap tahun minimal 3 Tahun berturut turut
2. Pengurus Koperasi lengkap
3.  Berkembangnya usaha Koperasi tiap tahun
. Definisi Operasional : Persentase Usaha Mikro yang menghasilkan produk Produksi
Persentase Usaha Mikro e e e P ( )
3. yang naik kelas menjadi Persentase |Formulasi : ) _ ) ,
Usaha Kecil Persentase kenaikan 5 Persen setiap tahun dari Usaha Mikro ( Produksi Yang Naik Kelas
Menjadi Kecil
Definisi Operasional : Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar]
Persentase Kontribusi Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau
Formulasi :
4. | Perdagangan terhadap Persentase |_ Jumiah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan X 100
PDRB Total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Lamandau
Definisi Operasional : Persentase kontribusi sektor IKM terhadap PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau
IFormulasi :
5 | Persentase Pertumbuhan |5 oniace = Jumiah Kontribusi PDRB dari sektor KM x 100
IKM terhadap PDRB Total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Lamandau




INDIKATOR KINERJA SATUAN | KONDISI TARGET CAPAIAN TAHUN
SASARAN AWAL
2019 2020 2021 2022 2023
1 Z 3 5 6 7 8
Kontribusi Sektor Industri
Pengolahan dan
Perdagangan Terhadap Persentase 11,11 11,05 11,03 11,02 11,03 11,05
PDRB
Jumlah Koperasi yang
Sehat Jumiah 2 5 7 9 11
Persentase Usaha Mikro
yang naik kelas menjadi Persentase 3 13 18 23 28
Usaha Kecil
Persentase Kontribusi
Perdagangan terhadap Persentase 1 3,9 54 6,9 8,4
PDRB
Persentase Pertumbuhan
IKM terhadap PDRB Persentase 0,32 0,61 0,67 0,7 0,72
3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022
Capaian
Tahun 2022 Kinerja Tahun
- 2022
No. Indikator Sasaran Satuan (RPJMD 2018-2023)
Target Realisasi (%)
Kontribusi Sektor Industri
1. | Pengolahan dan Perdagangan Persentase 11.03 14.8 134.18
Terhadap PDRB
2. | Jumlah Koperasi Yang Sehat Jumlah 9 9 100,00
Persentase Usaha Mikro Yang
3. | Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil | T ersentase = 23 199,90
Persentase Kontribusi
4. Perdagangan terhadap PDRB Persentase 6.9 6.5 94.20
Persentase Pertumbuhan IKM
5. terhadap PDRB Persentase 0.7 12 171.43
Capaian Kinerja 119.96




3.2.1. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022

Tahun 2021 Capaian Satial
Tahun 2022 apaian
e (RPJMD 2018-2023) Kinerja Kinerja
» ;a;aara?: Satuan Tahun Tahun
Target | Realisasi 2021 Target | Realisasi 2022
(%) (%)
Kontribusi Sektor
Industri
1 Pengolahan dan Persentase | 11,02 11,70 106.17 11.03 14.8 134.18
Perdagangan
Terhadap PDRB
Jumlah Koperasi
2 | yang sehat . 7 7 100 9 9 100,00
Persentase Usaha
Mikro yang naik
3 | kelas menjadi Persentase 18 18 100 23 23 100,00
Usaha Kecil
Persentase
Kontribusi
4 | Perdagangan Persentase 54 9,8 181.5 6.9 6.5 94.20
terhadap PDRB
Persentase
5 Pertumbuhan IKM | Persentase 0,67 0,5 74.63 0.7 1.2 171.43
terhadap PDRB

Adanya perubahan indikator utama yang terdapat pada renstra Awal dengan

renstra Perubahan hal ini terlihat pada indikator No satu dan dua, Secara keseluruhan

untuk tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan

Program sebanyak 14 (Empat Belas),

(Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan.

Sebanyak 16 (Enam Belas) kegiatan dan 35




3.2.2. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka

menengah
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI KINERJA
NO SASARAN
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 4 5 6 7 8
Kontribusi Sektor Industri
Pengolahan dan
1 Perdagangan Terhadap Persentase 11.70 14.8
PDRB
Jumlah Koperasi yang
2 Sehat Jumlah 8 0 7 9
Persentase Usaha Mikro
3 | yang naik kelas menjadi Persentase 5 2 18 23
Usaha Kecil
Persentase Kontribusi
4 | Perdagangan terhadap Persentase 8,9 9,3 9,8 6.5
PDRB
Persentase Pertumbuhan
5 IKM terhadap PDRB Persentase 8,9 9,3 0,5 1.2

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Tahun 2022

Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 17.686.739.419.00,- dari dana
tersebut terealisasi sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 16.308.287.836.00,- atau
92.21%, dengan rincian untuk Belanja Modal sebesar Rp. 3.343.090.645.- telah
terealisasi sebesar Rp 3.297.024.161,- atau 98.62% tetapi untuk realisasi fisiknya
100%.




Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2022

No Uraian Pagu Anggaran Realisasi Capaian | Ket
BELANJA
DAERAH

1. | Belanja Operasi | Rp 14.343.648.744, - Rp 13.011.263.675,- 90.71

2. | Belanja Modal Rp 3.343.090.645,-

Rp 3.297.024.161,-

98.62

Jumiah Rp.17.686.739.419.00,-

Rp.16.308.287.836.00,- | 92.21

No

Untuk Belanja Operasi Dinas Koperasi,

Usaha Kecil

dan Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 sebesar Rp. 14.343.648.744,- telah
terealisasi sebesar Rp.13.011.263.675,- atau 90.70%.

Adapun Anggaran setiap Program dan Kegiatan kerja yang ada terinci dalam

tabel sebagai berikut :

Realisasi Keuangan untuk Program dan Kegiatan kerja Tahun 2022

Program Kegiatan Sub Kegiatan
Program
S?:::rj‘angan Administrasi
Pemerintahan Keuangan Penyediaan Gaji dan
. Perangkat Tunjangan ASN
Daerah G
Kabupaten /
Kota
qumai'r‘\is::s‘i Pengadaan Pakaian
Peranggkat Dinas Beserta Atribut
Daerah Kelengkapannya
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
undangan

Pagu Anggaran

Rp.3.540.617.879

Rp. 53.000.000

Rp.0

Rp.0

Realisasi Capaian

Rp. 3.486.002.992 98.46

Rp. 52.665.300 99.37

Rp.0

Rp.0




Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjangan
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Rp. 14.594.872

Rp. 39.498.673

Rp. 32.335.038

Rp. 25.320.000

Rp. 33.040.888

Rp. 7.176.000

Rp. 337.981.000

Rp. 3.000.000

Rp. 159.484.571

Rp. 442.461.899

Rp. 105.562.225

Rp. 42.670.000

Rp. 14.123.500

Rp. 39.481.300

Rp. 28.535.592

Rp. 22.154.00

Rp. 33.033.250

Rp. 4.980.000

Rp. 336.788.318

Rp. 3.000.000

Rp. 112.231.270

Rp. 416.825.039

Rp. 97.587.900

Rp. 37.710.000

98.77

88.25

87.50

 99.98

69.40

99.65

100.00

70.37

94.21

92.61

88.38



Program
Pengawasan
Dan
Pemeriksaan
Koperasi

Program
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Koperasi

Program
Pendidikan
Dan Latihan
Perkoperasia
n

Program
Pemberdayaa
n Dan
Perlindungan
Koperasi

Program
Pemberdayaa
n Usaha
Menegah,
Usaha Kecil,
Dan Usaha
Mikro
(UMKM)

Pemeriksaan
Dan
Pengawasan
Koperasi,
Koperasi
Simpan Pinjam
Atau Unit
Simpan Pinjam
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaanny
a Dala, Daerah
Kabupaten/Kota

Penilaian
Kesehatan
Koperasi
Simpan
Pinjam/Unit
Simpan Pinjam
Koperasi Yang
Wilayah
Keanggotaanny
a dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian
Bagi Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pemeberdayaan
dan
Perlindungan
Koperasi yang
Keanggotaanny
a dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan
Usaha Mikro
yang Dilakukan
Melalui
Pendataan,
Kemitraan,
Kemudahan
Perizinan,
Penguatan
Kelemagaan
dan Koordinasi
dengan Para

Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Pemeriksaan
Kepatuhan Koperasi
Terhadapa Peraturan
Perundang-Undangan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penilaian
Kesehatan KSP/USP
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Peningkatan
Pemahaman Dan
Pengetahuan
Perkoperasian serta
Kapasitas dan
Kompetensi SDM
Koperasi

Pemberdayaan
Peningkatan
Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan,
Penguatan
Kelembagaan,Penataa
n Manajemen,
Standaritas, dan
Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pendataan Potensi dan
Pengembangan Usaha
Mikro

Rp. 116.574.000

Rp. 93.659.146

Rp. 38.184.963

Rp. 274.382.779

Rp. 67.015.519

Rp. 267.487.145

Rp. 116.249.931

Rp. 82.391.100

Rp. 33.937.600

Rp. 242.925.100

Rp. 62.469.500

Rp. 267.050.000

99.32

87.97

88.88

88.54

93.22

99.96



10

11

E12

Program
Pengembang
an UMKM

Program
Peningkatan
Sarana
Distribusi
Perdagangan

Program
Stabilisasi
Harga Barang
Kebutuhan
Pokok Dan
Barang
Penting

Program
Standardisasi
Dan
Perlindungan
Konsumen

Program
Penggunaan
Dan
Pemasaran
Produk Dalam
Negeri

Program
Perenanaan
Dan

Pembanguna

Pemangku
Kepentingan

Pengembangan
Usaha Mikro
dengan
Orientasi
Peningkatan
Skala Usaha
Menjadi Usaha
Kecil
Pembangunan
dan
Pengelolaan
Sarana
Distribusi
Perdagangan
Pembinaan
Terhadap
Pengelola
Sarana
Distribusi
Perdagangan
Masyarakat di
Wilayah
Kerjanya

Pengendalian
Harga, dan Stok
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
di Tingkat Pasar

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan
Metrologi Legal,
Berupa Tera,
Tera Ulang, dan
Pengawasan

Pelaksanaan
Promosi,
Pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

Penyusunan
dan Evaluasi
Rencana
Pembangunan

Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Usaha Kecil
dalam Pengembangan
Produksi dan
Pengolahan,
Pemasaran, SDM,
serta Desain dan
Teknologi

Fasilitasi Pengelolaan
Saran Distribusi
Perdagangan

Pembinaan dan
Pengendalian
Pengelola Saran
Distribusi Perdagangan

Pemantauan Harga
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting Pada
Pelaku Usaha
Distribusi Barang
dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Operasi
Pasar Reguler dan
Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Metrologi
Legal, Berupa Tera,
Tera Ulang

Pengawasan/Penyuluh
an Metrologi Legal

Pelaksanaan Promosi
Penggunaan Produk
Dalam Negeri di
Tingkat
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota

Rp. 6.435.016.444

Rp. 3.549.453.362

Rp.0

Rp. 33.496.569

Rp. 1.382.928.598

Rp. 98.330.792

Rp. 12.376.425

Rp. 94.850.000

Rp. 399.147

Rp. 5.666.272.000

Rp. 3.482.088.441

Rp.0

Rp. 32.967.200

Rp. 1.101.520.276

Rp. 93.135.481

Rp. 7.507.100

Rp. 92.754.900

Rp. 391.000

87.94

93.63

98.42

79.65

94.72

60.66

97.79

97.96



13

14

n Industri

Program
Pengendalian
Izin Usaha
Industri
Kabupaten/Ko
ta

- Program
Pengelolaan
Sistem
Informasi

- Industri

- Nasional

Industri
Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin
Usaha Industri
(iUl), Izin Usaha
Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyediaan
Informasi
Industri untuk
Informasi
Industri untuk
UL, IPUIL, UKL,
dan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan

- Pelaksanaan

Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta
Masyarakat

Fasilitas Pemenuhan
Komitmen Perolehan
1Ul, IPUI, IUKI, dan
IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam
Sistem Informasi
Industri Nasional
(SliNas) yang
Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara

 Elektronik

Fasilitas Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri

- serta Data Lain

Lingkup
Kabupaten/Kota

- melalui Sistem

Informasi Industri
Nasional (SliNas)

JUMLAH

Rp. 10.831.000 49.42
Rp. 24.797.675
Rp. 204156409  RP- 276406022 94.57

Rp. 12.953.491 95.15
Rp. 13.613.203

Rp. 41.319.233 77.56
Rp. 53.274.198
Rp.17.686.739.41  Rp. S
9.00 16.308.287.836.00 :



Untuk realisasi Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 dapat dilustrasikan dalam tabel sebagai
berikut. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada DPA Pagu Rp.
17.686.739.419,- terealisasi sebesar Rp. 16.308.287.836,- atau (92.21%) dengan rincian
Retrebusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp. 9.720.00 terealisasi Rp.
3.847.500,- Retrebusi Kios sebesar Rp. 483.351.235.- terealisasi Rp. 167.973.501,
Retrebusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp.0,- terealisasi Rp. 0,- dan
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp. 38.335.000,-
terealisasi Rp. 32.730.000,- Secara keseluruhan pencapaian kinerja akuntabilitas Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten
Lamandau Tahun 2022 pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan
baik.

Realisasi Pendapatan Tahun 2022

: Target Realisasi :
No Uraian Capain | Ket
(Rp) (Rp) g
1. | PENDAPATAN
Retribusi Jasa Umum
a. Retribusi  Pelayanan | Rp. 9.720.000,- Rp. 3.847.500,- 39.58
Persampahan /
Kebersihan
b. Retrebusi Kios Rp. 483.351.235,- | Rp.167.973.501,- 34.75
c. Retrebusi Penyewaan
Tanah dan Bangunan | Rp. 0,- Rp. 0,- 00.00
d. Pendapatan Denda
Retribusi  Pelayanan
Tera/Tera Ulang Rp. 38.335.000,- Rp. 32.730.000,- 85.38
Jumiah Rp.531.406.235,- Rp. 204.551.001,-




v PENUTUP '

4.1. KESIMPULAN

Dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Lamandau Tahun 2022, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah,
Perdagangan dan Perindustrian ingin berupaya mewujudkan pemerintah yang
Akuntabel dimana pencapaian kinerja berdasarkan prinsip “good corporate goverment”
yang didasari oleh Perencanaan strategi dengan Sasaran strategis yang terukur dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai dengan bulan Desember 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
menengah, Perdagangan dan Perindustrian terfokus dalam melakukan Tugas Pokok
dan Fungsi serta Renja 2022. Disamping itu, kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah berhasil melaksanakan sasaran
strategi berkategori baik. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut memberikan
kontribusi untuk pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah,
Perdagangan dan Perindustrian. Dengan kata lain, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah berupaya maksimal dengan berbagai
kendala dan keterbatasan yang ada untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya di

sektor perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.




4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan kondisi tersebut di atas diperlukan langkah yang kongkrit dan
realistis untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah,
Perdagangan dan Perindustrian melalui strategi yang berkelanjutan di masa depan
sehingga Program Kerja dan Kegiatan pada masing-masing bidang untuk mendapatkan
dukungan dari pihak eksekutif, DPRD, dan stakeholder lainnya serta dapat memajukan

perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lamandau.
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